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KONSEP : Sinergitas penyelenggaran

di kecamatan adalah kesinambungan

koordinasi dan keterpaduan kinerja

antar

penyelenggara antar pemerintahan di

wilayah Kecamatan guna mempercepat

pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, pelayanan

publik, dan penyelengaraan trantibum

serta perlindungan masyarakat.

Definisi Operasional : penilaian

Sinergisitas Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kecamatan difokuskan

pada bidang kreativitas yaitu: (1)

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan

Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas

Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan;

dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya

dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

Formulasi : Indeks sinergitas

kecamatan dihitung dari rata-rata

indikator penilaian yang mencakup (1)

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum; (2)

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan; (3) Pelaksanaan Tugas

Delegatif; (4) Pelaksanaan Tugas

Atributif; (5) Inovasi/ kreativitas

kecamatan pada segala aspek

penilaian; (6)Pelaksanaan

Penganggaran dan Perencanaan

Kecamatan; (7) Pelaksanaan Tugas

Lainnya.

SASARAN

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik di 

kecamatan

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 

Publik di 

Kecamatan

Indeks Konsep : Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) adalah ukuran

tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan yang

diberikan unit pelayanan publik di

kecamatan. IKM menjadi indikator

kinerja utama dalam menilai sejauh

mana pelayanan yang diterima

sesuai dengan kebutuhan, harapan,

dan standar pelayanan yang

ditetapkan.

Hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

Kecamatan Sukomoro 

melalui aplikasi E-Sukma 

Jatim

87 93,71 Camat Sukomoro

Definisi Operasional : Indeks

Kepuasan Masyarakat adalah hasil

pengukuran dari kegiatan Survei

Kepuasan Masyarakat berupa

angka. Angka ditetapkan dengan

skala 1 (satu) sampai dengan 4

(empat).

Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata

untuk komponen (1) Persyaratan; (2)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;

(3) Waktu Penyelesaian; (4)

Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi

jenis pelayanan; (6) Kompetensi

pelaksana; (7) Perilaku pelaksana;

(8) Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan; dan (9) Sarana dan

Prasarana.

Konsep : Ini merujuk pada segala

bentuk gangguan atau masalah yang

dapat merusak ketertiban dan

keamanan di masyarakat, baik yang

bersifat fisik, sosial, maupun

emosional. Biasanya, gangguan ini

bisa berupa tindakan kriminal,

kerusuhan, atau perilaku yang

mengganggu kenyamanan dan

kelancaran kehidupan sehari-hari

warga.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2025 - 2029

Meningkatnya sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

Kecamatan

Indeks 

Sinergitas 

Kecamatan

Nilai Hasil Dari Penilaian 

Aplikasi SINCAN yang di 

sertakan Dokumen 

Pendukung sesuai 

indikator penilaian

82,7 77,03 Camat Sukomoro

4% Camat SukomoroMeningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban di Wilayah 

Kecamatan

Persentase 

penurunan 

gangguan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum di 

wilayah 

kecamatan

% Hasil Rekapitulasi 

Laporan Kejadian dalam 

satu tahun data dari 

polsek dan Koramil 

4%



Definis Operasional : Penurunan

gangguan trantibum adalah selisih

jumlah gangguan trantibum dengan

jumlah gangguan trantibum pada

tahun sebelumnya.

Formulasi : Perbandingan dari

jumlah gangguan ketentraman dan

ketertiban tahun sebelumnya

dikurangi Jumlah Laporan gangguan

ketentraman dan ketertiban tahun ini

dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %

Meningkatnya tertib 

administrasi desa

Persentase 

desa tertib 

administrasi 

desa

% Konsep : Desa tertib administrasi

desa adalah kondisi di mana sebuah

desa mampu mengelola seluruh

kegiatan administratifnya secara

rapi, terstruktur, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Dalam

konteks ini, desa dianggap tertib

administrasi apabila seluruh proses

pemerintahan, pengelolaan

keuangan, pencatatan, dan

pengelolaan data dilakukan dengan

sistem yang jelas dan terorganisir

dengan baik

Hasil dari Monitoring, 

Evaluasi, Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

(Binwas), Data Epdeskel 

Tahun 2025

82 66,67 Camat Sukomoro

Definisi Operrasional : Terpenuhinya

Administrasi Pemerintahan Desa

yang mencakup Mencakup

administrasi umum, regulasi desa,

aparat desa, buku agenda, arsip

surat, dan inventaris desa; juga

Administrasi Keuangan dan

Pembangunan Desa yang meliputi

APBDes, penatausahaan keuangan,

buku kas, pajak desa, SPJ, dan

pelaporan keuangan serta RPJMDes

& RKPDes, pelaksanaan, pelaporan,

dan dokumentasi kegiatan

pembangunan desa.

Formulasi : Jumlah Desa yang

melaksanakan Tertib Administrasi

Desa dibagi Jumlah Total Desa

dikalikan 100%

CAMAT SUKOMORO

WISNU ANANG PRABOWO, SP

Pembina Tk.I

NIP. 198001302003121002

4% Camat SukomoroMeningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban di Wilayah 

Kecamatan

Persentase 

penurunan 

gangguan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum di 

wilayah 

kecamatan

% Hasil Rekapitulasi 

Laporan Kejadian dalam 

satu tahun data dari 

polsek dan Koramil 

4%


